BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 64 TAHUN 2017

TENTANG

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat :

p—

BUPATI MUNA BARAT,

bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
menetapkan pajak mineral bukan logam dan batuan
sebagai salah satu pajak Kabupaten/ Kota

bahwa Pajak mineral bukan logam dan batuan
merupakan sumber pendapatan daerah yang penting
guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah
dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, b dan sambil menunggu
Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat tentang pajak
mineral bukan logam dan batuan maka perlu diatur
dalam Peraturan Bupati .

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang
pembentukan  Kabupaten Muna Barat di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 171 Tahun 2015, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5561).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
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11.
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355),;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679 );

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun
2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 153 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179};

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55
Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999



tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak
Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan
Lain-lain;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Bupati adalah Bupati Muna Barat.

3. BPKAPD adalah Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Muna Barat..

4, Kepala BPKAPD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Barat.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan,baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam
di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

7. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan
batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan
di bidang mineral dan batubara.

8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan
pajak.

9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.
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Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak
sama dengan tahun kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak
sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan
penyetorannya.

Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah
tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan kinerja
tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi :

a. Asbes;

b. Batu Tulis;

c. Batu setengah permata;

d. Batu kapur;

e. Batu Apung;

f. Batu Permata;

g. Bentonit;

h. Dolomit;

i. Felspar;

j. Garam batu (Helite);

k. Grafit;

1. Granit/andesit:

m.Gips;

n. Kalsit;

o. Kaolin;

p. Leusit;

q. Magnesit;

r. Mika;

s. Marmer;

t. Nitrat;

u. Opsiden;

v. Oker;

w. Pasir dan Kerikil;

X. Pasir Kuarsa;



y. Perlit;

z. Phospat;

Aa.Talk;

Bb.Tanah Serap (luller earth);

Cc.Tanah diatome;

Dd.Tanah Liat;

Ee.Tawas (alum);

ff. Tras;

Gg.Yarosif;

hh. Zeolit.

ii. Basal;

ij. Trakkit

kk. Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

(2) Dikecualikan dari objek pajak mineral bukan logam dan batuan

(1)
(2)

(1)
(2)

3)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-
nyata tidak dimanfaatkan secara komersil atau ditenderkan, seperti
kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga,
pemancangan tiang listrik/ telepon, penanaman kabel listrik atau
telpon, penanaman pipa air/gas;

b. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang
merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya yang tidak
dimanfaatkan secara komersil.

Pasal 3

Subyek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi
atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan
Wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau
badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

BAB III

DASAR PENGENAAN
Pasal 4

Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai
jual hasilpengambilan mineral bukan logam dan batuan.

Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan
mengalikanvolume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau
harga standarmasing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.

Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata
yangberlaku di lokasi wilayah daerah.



(4) Dalam hal ini nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan
Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan
harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam
bidang tambang mineral bukan logam dan batuan.

BAB IV
TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5
Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 10 % (
sepuluh persen ).

Pasal 6

Besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang
dihitungdengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 dengandasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4, dengan rumussebagai berikut :
Besarnya pajak = Nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan
batuan x tarif pajak
Nilai jual hasil pengambilan mineral
=volume/tonase x harga standar tambang mineral
bukan logamdan batuan

BABV
WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 7

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah
daerahtempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

MASA PAJAK DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 8

(1) Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi
dasar bagiWajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan
pajak yang terutang.

(2) Saat terutang pajak adalah pada saat berlangsungnya kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan di daerah.



(1)
(2)

(3)
(4)

(S)

(6)

(1)

(2)

)

(4)

BAB V1
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 9

Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dengan
menggunakan SPTPD,SKPDKB, dan/ atau SKPDKBT.

Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan oleh wajib Pajak
untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang
terutang.

SPTPD sebagimana dimaksud dalam ayat (2) harus diisi dengan jelas,
benar, lengkap dan harus ditandatangani oleh wajib pajak atau
kuasanya;

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada
Bupati selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah berakhirnya masa
pajak.

Pasal 10

Dalam jangka waktu 5 (lima} tahun sesudah saat terutangnya Pajak,
Kepala Daerahdapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar atau disingkat SKPDKB dalam hal :

a. jika berdasarkan hal pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang
terutangtidak atau kurang dibayar;

b. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu
tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada
waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

c. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak yang terutang
dihitung secara jabatan.

Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKB dikenakan
sanksi sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung saat
terutang pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT dikenakan
sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari
jumlah kekurangan pajak tersebut.

Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika

Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan
pemeriksaan.



(5)

(1)

(2)

Jumlah pajak yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa
kenaikan sebesar 25% (duapuluh lima persen) dari pokok pajak ditambah
sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untukjangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung saat terutangnya pajak.

BAB VII
SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 11

Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai
akibat salah tulis dan / atau salah hitung; dan

c. wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan / atau
denda.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah dengan
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan
untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang pajak.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 12

(1) Setiap wajib pajak membayar pajak terhutang dengan menggunakanSSPD.

(2)

(3)
(4)

(S

(1)

(2)

SSPD wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani
oleh wajib pajak atau kuasanya.

SSPD wajib disampaikan kepada instansi /pejabat yang berwenang

Bukti pembayaran pajak adalah SSPD yang telah mendapatkan validasi
sesuai ketentuan yang berlaku.

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Pasal 13

Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran
pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat
terutangnya pajak.

SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah
pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak
dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak
tanggal diterbitkan.



3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)
)

(4)
(5)

(6)

Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran,
tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran, serta
penagihan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14
Pajak yang terhutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan
Banding yangtidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya
dapat ditagih denganSurat Paksa.

Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan
PeraturanPerundang - Undangan.

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 15
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau
pejabat yangditunjuk atas suatu :

SKPDKB;

SKPDKBT;

SKPDLB;

SKPDN;

Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
disertai alasan - alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika
Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

®poop

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling
sedikitsejumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1),ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat
Keberatan sehingga tidakdipertimbangkan.

Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau
pejabat yangditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui
surat pos tercatat sebagaibukti penerimaan surat keberatan.
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Pasal 16

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak
tanggal SuratKeberatan diterima, harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukan.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya
atau sebagian,menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat
dan Bupatitidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan
tersebut dianggapdikabulkan.

Pasal 17

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada
Pengadilan Pajakterhadap keputusan mengenai keberatannya yang
ditetapkan oleh Bupati.

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulisdalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulansejak keputusan diterima, dilampiri salinan
dari surat keputusan keberatan tersebut.

Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar
sampai dengan1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 18

Jika pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau
seluruhnya,

kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan
bunga sebesar2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasansampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib
Pajakdikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh
persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi
dengan pajak yang telahdibayar sebelum mengajukan keberatan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi
administratif berupadenda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidakdikenakan.

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib
Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus
persen) dari jumlahpajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi



(1)

(2)

(1)
(2)

(3)
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dengan pembayaran pajak yang telahdibayar sebelum mengajukan
keberatan.

BAB X1
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 19

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat
membetulkanSKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau
SKPDLB yang dalampenerbitannya terdapat kesalahan tulis dan / atau
kesalahan hitung dan / penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang - undanganperpajakan daerah.

Bupati dapat :

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa
bunga, denda,dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan
perundang — undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau
STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STPD;

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang
ditentukan; dan

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan
kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

BAB X1
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 20

Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan
permohonanpengembalian kepada Bupati.

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan,
sejakditerimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan putusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui danBupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian pembayaranpajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
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Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihan pembayaran
Pajak langsungdiperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang
Pajak tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam jangka
waktu palinglama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat
2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 %
(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan
pembayaran Pajak.

BAB XII
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 21

Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah
melampauiwaktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutang Pajak,
kecuali apabila Wajib Pajakmelakukan tindak pidana di bidang
perpajakan daerah.

Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran dan / atau Surat Paksa; atau

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun
tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa kadaluwarsa

penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

Pengakuan utang Pajak secara langsung adalah Wajib Pajak dengan
kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum
melunasinya kepadaPemerintah Daerah.

Pengakuan utang secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan
keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 22

Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukanpenagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah
kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



(1)

(2)

(1)

(2)
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BAB XIII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 23

Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit
Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib
menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.

Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara
pembukuan atau pencatatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan
peraturan perundang -undangan perpajakan daerah.

Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan / atau meminjamkan buku atau -catatan,
dokumen yangmenjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan
dengan objek Pajakyang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggapp perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran
pemeriksaan; dan / atau memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB IV
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 25
(1) Tujuan pemberian insentif pungutan pajak untuk peningkatan :

a. kinerja Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah;
b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai,
c. pendapatan asli daerah; dan
d. pelayanan kepada masyarakat.

(2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dapat
dibayarkansetiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan
pencapaiankinerja yang telah ditentukan.

(3)Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan
BelanjaDaerah tahun berjalan dari rencana penerimaan pajak mineral
bukan logamdan batuan
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BAB V
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN » PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 26

(1)Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pajak
mineralbukan logam dan batuan ditugaskan kepada Badan Pengelola
Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah

(2)Dalam melaksanakan tugasnya BPKAPD dapat bekerja sama dengan
Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Dinas
Pekerjaan Umum, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau lembaga
lain terkait.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal |Q@ - 8 - 2017

BUPAT[ MUNA BARAT

LA ODE M. RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo
pada tanggal |Q - § - 2017

ERAH KABUPATEN MUNA BARAT

IN TALI
BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR...
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
1. Penjelasan Umum
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 menyatakan bahwa pajak daerah
merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna

membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Diantara sumber pendapatan
asli daerah berasal dari pajak mineral bukan logam dan batuan.

I1.Penjelasan Pasal demi Pasal
Pasal 1: Istilah-istilah yang dicerminkan dalam pasal ini dimaksudkan agar

dapat diperoleh keseragaman pengertian atas isi Peraturan Bupati ini
sehingga terhindar dari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 :Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas



Pasal 15

Pasal 16 :
Pasal 17 :
Pasal 18 :
Pasal 19 :

Pasal 20 :

Pasal 21

Pasal 22 :
Pasal 23 :

Pasal 24
Pasal 25
Pasal 26

Pasal 27 :
TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR :

: Cukup jelas

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas

: Cukup jelas

Cukup jelas
Cukup jelas

: Cukup jelas
: Cukup jelas

: Cukup jelas

Cukup jelas

16



